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Abstrak

Lembaga Kepolisian mempunyai Peran, dan kewenangan untuk menentukan
apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana
dengan alasan-alasan tertentu dandapatkah sebuah perkara diselesaikan dengan dengan
menggunakan mediasi penal di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai
saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan
bersama antara pelaku dan korban. Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan
tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi
beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal. Faktor penghambat
penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana ringan adalah
sebagai berikut: a. Tidak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam
penyelesaian perkara pidana, sehingga penyidik kepolisian harus menjalankan kewenangan
yang ada yaitu diskresi; b. kewenangan diskresi yang dimiliki aparat kepolisian dalam
mengambil langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan, hal ini
dikarenakan kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh penyidik kepolisian diamana dapat
digunakan secara ekslusif oleh aparat dalam menangani perkara yang telah menemukan
kata damai; c. Ketiga, aparat penegak hukum terkadang selalu berpegang teguh pada asas
legalistik formal sehingga aparat kepolisian yakni penyidik mengesampingkan rasa
keadilan serta kemanfaatan yang ada di masyarakat.

Kata Kunci : Peran Dan Wewenang, Perdamaian, Tanggungjawab

Abstract

The Police Institution has the role, and authority to determine whether an act is
continued or not continued in the criminal justice process for certain reasons and can a
case be resolved by using penal mediation between the perpetrator and the victim, and the
police as a witness to the agreement reached. , the case is not continued on the basis of a
mutual agreement between the perpetrator and the victim. The penal mediation here is
only to mitigate the demands, because there is no law that regulates the implementation of
mediation and the legal force of the agreement deed resulting from the penal mediation.
The inhibiting factors for the application of the principle of restorative justice in the
settlement of minor criminal cases are as follows: a. The absence of legal rules governing
the penal mediation process in the settlement of criminal cases, so that police investigators
must exercise the existing authority, namely discretion; b. the discretionary authority
possessed by the police in taking steps to settle criminal cases has a gap in deviation, this
is because the authority is only owned by police investigators which can be used
exclusively by the apparatus in handling cases that have found the word peace; c. Third,
law enforcement officers sometimes always adhere to formal legalistic principles so that
police officers, namely investigators, override the sense of justice and benefits that exist in
society.

Keywords: Role and Authority, Peace, Responsibility
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A. Latar Belakang

Pelaksanaan hukum dalam kehidu-
pan masyarakat sehari-hari mempunyai arti
yang sangat penting karena tujuan hukum
adalah menciptakan keadilan, kepastian dan
memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
Ketiganya itu bukan jargon semata dan
harus bisa diwujudkan dan diimplementasi-
kan pada pelaksanaan hukum itu sendiri.
Keadilan dalam masyarakat hanya dapat
diwujudkan kalau hukum dilaksanakan.
Hukum itu harus dilaksanakan dan dipatuhi
oleh semua orang dan semua orang itu
harus diperlakukan sama di depan hukum
(equality before the law). Apabila hukum
tidak ditegakkan, maka ia tidak akan mem-
punyai makna dalam kehidupan masyara-
kat. Peraturan hukum yang demikian akan
mati dengan sendirinya.

Hukum Acara Pidana yang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Aca-
ra Pidana (KUHAP)? tidak mengenal perda-
maian sebagai mekanisme penyelesaian su-
atu perkara, namun dalam penanganan per-
kara pidana, cukup banyak didapati bahwa
petugas penegak hukum, baik polisi mau-
pun jaksa memilih untuk tidak memperpan-
jang proses perkara dan mengajak pihak
korban dan pelaku menyelesaikannya mela-
lui musyawarah.® Dalam Pasal 24 Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997* disebutkan me-
ngenai alternatif pemberian sanksi hukum
bagi anak yaitu mengembalikan kepada ora-
ng tua, wali, atau orang tua asuh; menye-
rahkan kepada negara untuk mengikuti
pendidikan, pembinaan dan latihan Kkerja;
atau menyerahkan kepada Departemen
Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyara-
katan yang bergerak di bidang pendidikan,
pembinaan, dan latihan kerja.

Imam Sukadi, Matinya Hukum Dalam
Proses Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal
Risalah Hukum Vol. 7 No.1, ISSN 021-969X,
Fakultas Hukum Unmul, him. 35.

*Paulus Hadisuprapto, (a).Peradilan
Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia
Masa Datang, Diponegoro University Press,
Semarang, 2006, him. 225.

*lbid

*Ibid

123

Keadilan restoratif adalah suatu pro-
ses dimana semua pihak yang terlibat dalam
suatu tindak pidana tertentu bersama-sama
memecahkan masalah bagaimana menanga-
ni akibat di masa yang akan datang. Me-
nangani masalah anak yang berhadapan de-
ngan hukum hendaknya dilakukan dengan
pendekatan secara kekeluargaan dan se-
dapat mungkin menghindarkan anak dari
lembaga peradilan.Pengadilan bagi anak ya-
ng berhadapan dengan hukum menjadi upa-
ya terakhir setelah berbagai upaya yang di-
lakukan dengan pendekatan kekeluargaan
telahditempuh.Secara umum, prinsip-prin-
sip keadilan restoratif adalah:

1. Membuat pelanggar bertangung ja-
wab untuk memperbaiki kerugian
yang ditimbulkan oleh kesalahan-
nya;

2. Memberikan kesempatan kepa-da
pelanggar untuk membuktikan ka-
pasitas dan kualitasnya disamping
mengatasi rasa bersalahnya secara
konstruktif;

3. Melibatkan para korban, orang tua,
keluarga besar, sekolah, dan teman
sebaya;

4. Menciptakan férum untuk beker-
jasama dalam menyelesaikan ma-
salah; menetapkan hubungan lang-
sung dan nyata antara kesalahan
dengan reaksi sosial yangformal.”

Tidak adanya pedoman atau standar
tentang bagaimana cara menghitung beban
pemidanaan yang adil dalam penjatuhan
sanksi pidana khususnya pidana penjara
dalam memutus perkara-perkara pidana di
Indonesia membuat rasa keadilan dan ke-
pastian hukum tidak terukur atau tidak
menentu. Yang ada hanyalah pedoman
minimal atau maksimal dalam penjatuhan
pidana penjara dan pidana denda. Namun
hal ini masih jauh dari harapan keadilan dan
kepastian karena di samping jarak minimal
dan maksimalnya masih sangat luas se-
hingga hakim bisa berbeda-beda satu sama

*Makalah Potret Situasi Anak Yang
Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia, 2004,
UNICEF Indonesia, Jakarta, him. 357.
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lain dan juga belum terperinci. Ada-pun

beberapa di antaranya yang member-kan

arah pengertian, atau konsep, atau kriteria
tindak pidana ringan yakni:°

1) Simanjutak T., bahwa tindak pidana

ringan adalah tindak pidana yang

diancamdenganpidana penjara atau

kurungan paling lama tiga bulan

dan/atau denda sebanyak-banyakya

Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus

rupiah) dan penghinaan ringan, ke-

cuali pelanggaran tertentu terhadap

peraturan perundang-undangan lalu

lintas jalan, sebagai petunjuk dalam

penanganan perkara tindak pidana

ringan sebagaimana diatur dalam

Pasal KUHP dan Peraturan per-

undang-undangan lainnya;’

2) Hidayatullah, bahwa dalam praktik
hukum acara pidana dikenal dengan
istilah "Tipiring" (Tindak Pidana
Ringan) dimana merupakan singka-
tan dari istilah yang terdapat di
dalam BAB XVI, Pemeriksaan di
Sidang Pengadilan, Bagian ke enam
Pemeriksaan Cepat, Paragraf | Aca-
ra Pemeriksaan Tindak Pidana Ring-
an, Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).
Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KU-

HAP merumuskan kriteria tindak pidana
ringan ialah perkara yang diancam dengan
pidana penjara atau kurungan paling lama
tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan
penghinaan ringan kecuali yang ditentukan
dalam paragraf 2 bagian ini. Sementara
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ri-
ngan dan Jumlah Denda dalam KUHAP
bahwa "Besaran nilai kerugian yang di-
sebutkan pada undang-undang di atas sudah
tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang
pada saat ini". Berdasarkan Pasal 2 ayat (2)
PERMA ini menetapkan nilai kerugian

®Ibid

Rusniati,
Hendri S

sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus
ribu rupiah).
Dengan diterbitkannya PERMA No.
2 Tahun 2012 ini diharapkan adanya pe-
nanganan secara proposional dengan pe-
meriksaan secara cepat pada kasus-kasus
tindak pidana ringan yang diatur dalam
KUHP, antara lain:
(i) Pencurian Ringan (Pasal 364);
(if) Penggelapan Ringan (Pasal 373);
(iii) Penipuan Ringan Oleh Penjual
(Pasal 384);
(iv) Perusakan Ringan (Pasal 407
ayat (1)) dan
(v) Penadahan Ringan (Pasal484).’

Peraturan Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pi-
dana tersebut terbit pada tanggal 27 Febru-
ari 2012 , maka sangatlah diharapkan aparat
penegak hukum dapat menerapkan Resto-
ratif Justice untuk penyelesaian perkara-
perkara ringan seperti yang disebutkan
diatas. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2012 mengatur mengenai
kenaikan nilai uang denda terhadap Pasal-
Pasal tindak pidana ringan yang terdapat
didalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang sebelumnya sebesar
Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
kemudian dinaikan menjadi Rp2.500.000,-
(dua juta lima ratus rupiah).

Setelah dikeluarkannya Peraturan
Mahkamah Agung tersebut, Pada Oktober
2012 Mahkamah Agung bersama-sama de-
ngan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepo-
lisian Republik Indonesia dan Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen-
kumham) telah membuat Nota Kesepakatan
Bersama terkait pelaksanaan Peraturan

"Hidayatullah, ~ “Alternatif ~ Penyelesaian
Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan
POlisi- Masyarakat (FKPM), Studi Kasus FKPM
Di Polres Salatiga”, Universitas Diponegoro,
Semarang, 2012, hlm. 112-113, dalam http://e-
journal.uajy.ac.id/10093/1/JURNALHK10867.pdf,
diakses pada tanggal 10 Januari 2020
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Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.
Nota Kesepakatan Bersama tersebut mene-
gaskan bahwa terhadap perkara tindak
pidana ringan dapat diselesaikan dengan
menggunakan  pendekatan  restorative
justice (pemulihan keadilan).
B. Permasalahan

Persoalannya adalah selama ini
peradilan sudah terpola dengan retributive
justice yang memandang kejahatan sebagai
pelanggaran yang dilakukan terhadap neg-
ara. Pendekatan ini berfokus pada masa
lalu dan tujuannya adalah untuk menentu-
kan siapa yang harus disalahkan dan pidana
apa yang akan dijatuhkan. Lain halnya de-
ngan restorative justice, sehingga mung-
kinkah secara yuridis ilmiah peradilan res-
toratif ini dapat diterapkan dalam penega-
kan hukum in concreto.
Dimana permasala-han yang penulis angkat
adalah :

1. Apasajakah perandan tanggung ja-
wab POLRI dalam penyelesaian tin-
dak pidana ringan melalui mediasi
penal ?

2. Apasajakah Faktor penghambat
penerapan prinsip restorative ju-
stice dalam penyelesaian perkara
pidana ringan dengan mediasi
penal ?

C. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan me-
nggunakan metode pendekatan Yuridis No-
rmatif (Normatif Legal Approach). Pende-
katan Yuridis Normatif yaitu dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder
dengan pendekatan filosofis (philosophical
approach), pendekatan peraturan perunda-
ng-undangan (statute approach), pendeka-
tan perbandingan (comparative approach),
dan pendekatan sejarah (hystorical approa-
ch).
D. Pembahasan

Berdasarkan konsep negara hukum,
bahwa wewenang pemerintah berasal dari
Peraturan Perundang-undangan. Berpijak
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pada konsep penyelenggaraan kepolisian
adalah penyelenggaraan salah satu fungsi
dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip
utama dalam menjalankan prinsip dan we-
wenang kepolisian. Secara teoritik menurut
H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt we-
wenang yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan diperoleh tiga cara,
yaitu :

a) Atributie yaitu pemberian wewe-
nang pemerintah oleh pembuat un-
dang-undang kepada organ peme-
rintah;

b) Delegatie yaitu pelimpahan wewe-
nang pemerintahan dari satu organ
pemerintahan kepada organ peme-
rintahan lainnya;

c) Mandaat yaitu terjadi ketika organ
pemerintahan mengizinkan kewe-
nangannya dijalankan oleh organ
lain atas namanya.

Tugas pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Polri. Tugas Pokok Polri yang dimaksud
diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat;

b. Menegakkan hukum;

c. Memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan  pendapat  Soebroto
Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R.
Abdussalam mengemukakan, bahwa ke-
amanan dan Kketertiban adalah keadaan
bebas dari kerusakan atau kehancuran yang
mengancam keseluruhan atau perorangan
dan memberikan rasa bebas dari ketakutan
atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian
dan rasa kepastian dari jaminan segala
kepentingan atau suatu keadaan yang bebas
dari pelanggaran norma-norma.® Dalam

®R.  Abdussalam, Penegak Hukum Di
Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta,
1997. him 22.
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menyelenggarakan tugas memelihara ke-
amanan dan ketertiban masyarakat tersebut
dicapai melalui tugas preventif dan represif.
Tugas dibidang preventif dilaksanakan
dengan konsep dan pola pembinaan dalam
wujud pemberian pengayoman, perlindung-
an, dan pelayanan kepada masyarakat, agar
masyarakat merasa aman, tertib, dan ten-
tram tidak terganggu segala aktivitasnya.
Oleh karena itu langkah preventif, adalah
usaha mencegah bertemunya niat dan
kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak
terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-
tugas di bidang represif, adalah mengada-
kan penyidikan atas kejahatan dan pelang-
garan menurut ketentuan dalam Undang-
Undang.

Dalam penanganan kasus pidana,
terutama terhadap tindak pidana ringan
sekilas mediasi penal hampir sama dengan
yang kita kenal diskresi (discretion) yang
dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pi-
dana Kita, seperti kepolisian dan kejaksaan
untuk menyaring kasus-kasus yang masuk
untuk tidak meneruskan sebagian kasus
tertentu melalui proses peradilan pidana,
terutama terhadap tindak pidana ringan. Na-
mun demikian terdapat esensi yang berbeda
dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi
penal lebih mengedepankan kepentingan
pelaku tindak pidana dan sekaligus kepen-
tingan korban, sehingga tercapai win-win
solution (tiada yang merasa menang)yang
menguntungkan pelaku tindak pidana dan
korbannya. Dalam mediasi penal korban
dipertemukan secara langsung dengan pela-
ku tindak pidana dan dapat mengemukakan
tuntutannya sehingga dihasilkan perdamai-
an para pihak.

Mediasi penal dilakukan dengan
transparan sehingga dapat mengurangi per-
mainan kotor yang seringkali terjadi dalam
proses peradilan pidana. Mengingat ba-
nyaknya keuntungan yang ada pada mediasi
penal, sebagaimana telah dipraktikan di
beberapa negara, maka diperlukan upaya
berupa kajian untuk menerapkan mediasi
penal dalam proses peradilan pidana Indo-
nesia sebagai bagian dari sistem peradilan

Rusniati,
Hendri S

pidana di Indonesia. Sistem peradilan pi-
dana merupakan sistem yang terdiri atas
sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian,
lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan
dan lembaga pemasyarakatan, bahkan ter-
masuk penasihat hukum. Dalam bekerjanya
sistem peradilan pidana Indonesia berlan-
daskan pada Undang-Undang Nomor 8 Ta-
hun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai
hukum formil untuk melaksanakan hukum
pidana materiil. Dalam proses peradilan
pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana
terdapat saling kebergantungan (interde-
pency) antara sub sistem satu dengan sub
sistem lainnya.

Mediasi penal merupakan salah satu
bentuk dari pelaksanaan restorative justice,
yaitu konsep yang memandang kejahatan
secara lebih luas. Konsep ini memandang
bahwa kejahatan atau tindak pidana bukan-
lah hanya sekedar urusan pelaku tindak
pidana dengan negara yang mewakili kor-
ban, dan meninggalkan proses penyelesai-
annya hanya kepada pelaku dan negara
(Jaksa penuntut umum). Lembaga Kepo-
lisian mempunyai kewenangan untuk me-
nentukan apakah suatu perbuatan diterus-
kan atau tidak diteruskan dalam proses per-
adilan pidana dengan alasan-alasan tertentu.
Dalam perkara lalu lintas misalnya dalam
kecelakaan lalu lintas, apabila hanya me-
nimbulkan kerugian yang kecil atau luka
yang kecil biasanya diselesaikan dengan
mediasi di antara pelaku dan korban, dan
pihak Kkepolisian sebagai saksi atas kese-
pakatan yang dicapai, perkara tidak diterus-
kan atas dasar kesepakatan bersama antara
pelaku dan korban.

Namun demikian jika kecelakaan
akibat kelalaian tersebut menimbulkan ke-
rugian yang besar seperti, nyawa maka me-
diasi tidak dapat dilakukan, adapun pem-
bayaran ganti kerugian berupa biaya rumah
sakit dan penguburan jenazah korban hanya
sebagai salah satu pertimbangan yang nan-
tinya digunakan oleh hakim dalam menja-
tuhkan putusan kepada
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terdakwa.® Kesepakatan mengganti keru-
gian tidak menghapuskan tindak pidananya,
karena pelaku tetap saja disidik dan di-
proses dalam sistem peradilan pidana. Se-
lanjutnya bahwa proses mediasi penal yang
dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam
tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk
diskresi kepolisian, karena dalam diskresi
kepolisian keputusan yang diambil justru
bertentangan dengan peraturan sehingga
melalui pertimbangan yang sangat banyak
dan strategis untuk kepentingan orang ba-
nyak. Di sini pun peran polisi bukan se-
bagai mediator, melainkan hanya sebagai
saksi yang menyaksikan diselesaikannya
perkara pidana tersebut melalui kesepaka-
tan perdamaian.

Di samping delik aduan biasanya
masyarakat menyelesaikan sendiri perkara
pidana dengan mediasi yaitu misalnya da-
lam tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT), sekali pun tindak pidana
yang dilakukan oleh pelaku bukan merupa-
kan delik aduan, akan tetapi berdasarkan
alasan untuk kepentingan semua pihak dan
keutuhan rumah tangga maka penyelesaian
secara mediasi seringkali menjadi pilihan.
Dalam mediasi pihak korban dapat meminta
ganti kerugian kepada pelaku, namun de-
mikian apabila terjadi kesepakatan dari
pihak korban dan pelaku untuk mengganti
kerugian, kesepakatannya tidak menghi-
langkan penuntutan, sehingga proses pera-
dilan tetap berjalan sebagaimana mestinya,
dan kesepakatan ganti kerugian hanya ber-
sifat sebagai pertimbangan jaksa dalam me-
ngadakan penuntutan, keputusan tetap di
tangan hakim.

Mediasi penal di sini hanya bersifat
memperingan tuntutan, oleh karena belum
ada undang-undang yang mengatur pelak-
sanaan mediasi beserta kekuatan hukum
dari akte kesepakatan hasil mediasi penal.*
Jadi pelaku tetap dipidana akan tetapi

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian
Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung , 2002,
him. 43

Plbid
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pidananya diperingan. Sementara itu dalam
menangani kasus tindak pidana yang masuk
ke dalam katagori 'delik biasa’, seperti ka-
sus-kasus yang mengandung unsur Kkela-
laian seperti dalam Pasal 359 KUHP (kare-
na kelalaiannya menyebabkan matinya ora-
ng lain), serta dalam tindak pidana terhadap
harta benda seperti Pasal 372 KUHP ten-
tang penggelapan dan Pasal 378 tentang
penipuan yang biasanya antara korban dan
pelaku sudah saling mengenal, maka dapat
dilakukan mediasi di mana korban dapat
meminta ganti kerugian kepada pelaku de-
ngan sebuah akta kesepakatan bahwa telah
dilakukan pembayaran ganti kerugian ke-
pada korban. Namun demikian meskipun
telah dilakukan kesepakatan mengganti
kerugian kepada korban, proses penuntutan
terhadap pelaku tindak pidana tetap dilaku-
kan, dengan alasan kejaksaan bekerja ber-
dasarkan aturan normatifnya, selama belum
ada aturan yang mengatur kedudukan me-
diasi penal dalam penuntutan berarti kasus
tetap diproses, namun karena telah dilaku-
kan pembayaran ganti kerugian, alasan ter-
sebut hanya menjadi salah satu alasan per-
timbangan Jaksa Penuntut un}gk mempe-

ringan maksimum tuntutannya.

Dalam hukum pidana tidak dikenal
mediasi penal, namun demikian ada kesem-
patan bagi korban untuk menggugat ganti
kerugian kepada pelaku melalui gugatan
perdata dan proses peradilan pidana tetap
dijalankan. Namun sebenarnya apabila kita
mempermasalahkan mediasi penal dalam
hal penentuan pengganti kerugian dari pe-
laku kepada korban hal ini dimungkinkan,
yang dapat dijadikan dasar pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat.
Ganti kerugian terhadap korban dalam pi-
dana bersyarat merupakan salah satu syarat
khusus yang telah dilakukan oleh terpidana,
di samping ketentuan pidana yang akan
dijatunkan oleh hakim tidak lebih dari 1
(satu) tahun untuk pidana penjara. Apabila
dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka
mediator memberitahukan kepada penyidik
bahwa telah dicapai kesepakatan melalui
mediasi dengan pembayaran ganti kerugian
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dari pelaku kepada korban. Hasil kesepaka-
tan mediasi penal merupakan putusan final,
sehingga merupakan alasan penghapus pe-
nuntutan.

Dengan adanya hasil kesepakatan
maka penyidik menyatakan bahwa kasus ti-
dak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP
kepada penuntut. Dalam pelaksanaan medi-
asi penal di tahap penuntutan ini dilakukan
sekaligus negosiasi ganti kerugian antara
pelaku dan korban. Mediasi penal pada
tahap penuntutan ini merupakan kombinasi
antara bentuk Victim-Offender Mediation
dan Reparation Negotiation Programme.
Adapun pelaksanaan mediasi penal pada
tahap penuntutan dapat digambarkan se-
bagai berikut :*

a. Jaksa penuntut umum dengan mem-
pelajari tindak pidana yang dilaku-
kan oleh pelaku berdasarkan krite-
ria-kriteria tertentu, dapat menawar-
kan mediasi kepada korban dan pe-
laku tindak pidana;

b. Mediasi dilakukan berdasarkan per-
setujuan secara suka rela dari pelaku
dan korban tindak pidana. Jika
kedua pihak menyetujui untuk dila-
kukan mediasi, maka persetujuan
untuk mediasi diberikan kepada
jaksa penuntut umum;

c. Jaksa penuntut umum dapat ber-
posisi sebagai mediator maupun da-
pat melakukan penunjukan mediator
dari luar yang bersertifikasi;

d. Mediator mempertemukan pihak
pelaku dan korban tindak pidana;

e. Pelaksanaan proses mediasi dilaku-
kan secara rahasia, dalam arti semua
peristiwa yang terjadi dan pernyata-
an-pernyataan yang muncul selama
mediasi tidak dapat dipublikasikan
oleh semua pihak yang terlibat.

“www.lppm.undip.ac.idUmi Rozah Dosen
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
Membangun Mediasi Penal, Pembaharuan Hukum,
Hukum Pidana ,Tahun 2009, dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian Negara Re
publik Indonesia, diakses pada tanggal 20 Februari
2020
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Dalam mediasi penal ini diadakan
rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian
kepada korban. Jika mediasi penal tidak
mencapai kesepakatan, maka perkara pi-
dana akan dilanjutkan dengan proses peme-
riksaan di sidang pengadilan dengan dilaku-
kan penuntutan terhadap tindak pidanannya.
Dalam hal ini mediator tidak dapat bersaksi
atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi
maupun atas segala sesuatu yang terjadi se-
lama proses mediasi. Jika mediasi mencapai
kesepakatan damai yang diterima oleh se-
mua pihak, maka akta kesepakatan berlaku
sebagai putusan yang final dan tidak dapat
diadakan penuntutan, sehingga dapat ber-
fungsi sebagai alasan penghapus penuntu-
tan. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan
maka hasilnya dapat digunakan sebagai
alasan untuk menghapuskan menjalankan
pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator
pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim
ataupun mediator dari luar pengadilan yang
telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan.
Mediasi ini adalah gabungan dari model
Victim-Offender Mediation dan Reparation
Negotiation Programmes. Hakim setelah
mempelajari kasus dan tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa, dapat menawar-
kan mediasi penal sebagai alternatif penye-
lesaian perkara dengan perdamaian para pi-
hak. Jika para pihak menyetujui, maka di-
adakan persetujuan secara suka rela untuk
mengikuti penyelesaian perkara dengan
cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh
korban.

Hakim dapat bertindak sebagai me-
diator ataupun dengan mediator di luar pe-
ngadilan yang telah memenuhi syarat dan
bersertifikasi. Mediasi mempertemukan pi-
hak pelaku dan korban, pada kesempatan
ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan
pelaku, serta dilakukan pembayaran ganti
kerugian yang diderita korban. Mediasi
penal dilakukan berdasarkan prinsip raha-
sia, sehingga segala peristiwa yang terjadi
dan segala pernyataan yang muncul dalam
proses mediasi harus dirahasiakan oleh para
pihak termasuk mediator. Jika mediasi tidak
mencapai kesepakatan maka proses peme-
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riksaan di muka pengadilan akan dilanjut-
kan sebagaimana mestinya. Jika tercapai
kesepakatan di mana para pihak saling me-
nerima hasil kesepakatan (rekonsiliasi) dan
disepakati pembayaran ganti kerugian oleh
pelaku kepada korban, maka hasil kesepa-
katan yang dituangkan dalam akta kesepa-
katan menjadi berkekuatan tetap sebagai-
mana putusan pengadilan dan bersifat final,
sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan
diadili kembali dalam proses peradilan
pidana. Mediasi yang dilakukan pada tahap
pelaku sedang menjalani pidananya khusus-
nya pidana penjara, berfungsi sebagai ala-
san untuk menghapuskan kewenangan men-
jalankan sebagian pidana jika pelaku telah
menjalankan sebagian pidananya.

Untuk tindak-tindak pidana tertentu,
pelaku dapat menawarkan kepada korban
untuk mengadakan mediasi penal guna me-
ringankan pidananya. Jika korban menyetu-
jui permintaan mediasi dari pelaku tindak
pidana, maka diajukan persetujuan mediasi
kepada Jaksa penuntut umum sebagai ekse-
kutor. Jaksa sebagai eksekutor akan mem-
pelajari kemungkinan disetujuinya mediasi
penal. Jika telah disepakati persetujuan me-
diasi maka mediasi dapat dilakukan dengan
bantuan mediator yang ditunjuk maupun
mediator luar yang telah diakui dan diser-
tifikasi. Mediasi dilakukan dengan prinsip
kerahasiaan (confindentiality) sehingga se-
gala peristiwa dan pernyataan yang muncul
dalam mediasi bersifat rahasia. Jika mediasi
mencapai kesepakatan untuk berdamai dan
kesepakatan pembayaran ganti kerugian,
maka hasil kesepakatan tersebut berfungsi
sebagai alasan utuk menghapuskan kewe-
nangan menjalankan pidana, sehingga terpi-
dana dapat dibebaskan. Hasil kesepakatan
perdamaian dan pembayaran ganti kerugian
kepada korban dituangkan ke dalam akta
kesepakatan yang bersifat final dan diguna-
kan sebagai alasan untuk membebaskan
terpidana dari pidana yang belum dijalani-
nya.

Di beberapa negara lain, mediasi
penal dimungkinkan untuk tindak pidana
yang dilakukan oleh anak dan untuk kasus
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KDRT (kekerasan dalam rumah tangga —
domestic violence). Begitu pula di Indo-
nesia, ketentuan mediasi penal terdapat pula
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Per-

lindungan Anak46. Serta pada ketentuan
Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pe-
laksanaan Pidana di dalam Konsep RKUHP
dalam ketentuan Pasal 152 (RKUHP 24
februari 2017) mengenai Kewenangan pe-
nuntutan gugur, pada huruf d.Maka di-
mungkinkannya  penyelesaian  perkara
pidana di luar pengadilan. Meskipun belum
terdapatnya pengaturan yang secara men-
detail, namun tentunya akan diatur lebih
lanjut di dalam Rancangan KUHAP. Saat
ini, hukum adat di Indonesia yang ber-
landaskan alam pikiran kosmis, magis dan
religius sudah lama mengenal lembaga me-
diasi penal ini, antara lain di Sumatera
Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung.*?
Bahkan di Aceh (NAD) sudah dituang-kan
dalam Peraturan DaerahPropinsi Daerah
Istimewa Aceh.

B. Faktor Penghambat Diterapkannya
Mediasi Penal Oleh Aparat Kepolisian
Pada dasarnya, langkah diskresi ke-
polisian atau yang lebih dikenal dengan
Mediasi Penal dilakukan sebagai bentuk
tanggung jawab kepolisian yang diberikan
negara. Misalnya dalam kasus tindak pi-
dana yang pelakunya melibatkan anak-
anak, seperti dalam kasus Narkoba. Anak-
anak yang menjadi pemakai narkoba adalah
korban perilaku orang dewasa yang ber-
peran sebagai pengedar. Karena itu, pem-
binaan yang diterapkan terhadapnya tidak
bisa disamakan dengan orang dewasa yang
melakukan penyalahgunaan Narkoba. Di-
sinilah kewenangan diskresi untuk dikede-
pankan karena jika perlakuan terhadap a-
nak-anak disamakan dengan orang dewasa,
dikhawatirkan justru akan berdampak nega-
tif terhadap anak-anak di kemudian

2Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat,
Alumni, Bandung, 1972, him. 32
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hari.*®

Menurut Adrianus Meliala, kasus-
kasus pidana yang potensial diselesaikan
melalui upaya penyelesaian di luar penga-
dilan, termasuk di dalamnya dengan cara
menerapkan diskresi, di antaranya:

a. Kasus Penipuan dan penggelapan
yang mana pelaku telah mengem-
balikan kerugian yang diderita
korban;

b. Pelanggaran sebagaimana diatur
dalam buku ketiga KUHP;

c. Tindak pidana ringan yang di-
ancam dengan pidana penjara atau
kurungan paling lama 3 (tiga) bu-
lan atau denda sebanyak-banyak-
nya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus
rupiah);

d. Kejahatan ringan (lichte musjdri-
ven) sebagaimana diatur dalam
KUHP sebagai berikut;

e. Pasal 302 tentang penganiayaan
ringan terhadap hewan;

f. Pasal 352 tentang penganiayaan
ringan terhadap manusia;

g. Pasal 364 tentang pencurian ri-
ngan;

h. Pasal 373 tentang penggelapan ri-
ngan;

i. Pasal 379 tentang penipuan;

J. Pasal 482 tentang penadahan ri-
ngan;

k. Pasal 315 tentang penghinaan ring-
an.

Dalam melaksanakan tugas pene-
gakkan hukum yang humanis sehingga da-
pat menciptakan rasa keadilan sosial dalam
rangka mewujudkan kepercayaan masyara-
kat, maka Polri perlu menerapkan alternatif
strategi penegakkan hukum berupa Social
Enginering (Rekayasa Sosial) sehingga
setiap pihak yang terlibat dalam kasus hu-
kum atau tindak pidana atau sengketa dapat
menerima kesepakatan dan usulan perda-
maian berdasarkan “win-win solution”.**
Polri seyogyanya menggali nilai-nilai ke-

Bipid
“1bid
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arifan lokal masyarakat setempat dalam me-
nyelesaikan setiap permasalahan dan per-
soalan hukum yang terjadi. Polri tidak bo-
leh secara kaku untuk menyelesaikan setiap
persoalan ditengah masyarakat secara hu-
kum. Wewenang Polri dalam menjalankan
tugasnya telah diatur didalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Ta-
hun 2002 Tentang Kepolisian Negara Repu-
blik Indonesia. Ada beberapa wewenang
yang dimiliki oleh kepolisian dalam me-
nyelesaian suatu tindak pidana yang terjadi,
antara lain sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 16 (1) yang menyatakan bahwa, da-
lam rangka menyelenggarakan tugas seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Penyelesaian perkara pidana yang
dikategorikan delik biasa (bukan delik adu-
an) kerap kali bertentangan dengan prose-
dur formal yang ada, pada saat kedua belah
pihak telah menemui kata damai. Penyidik
dengan inisiatifnya menerapkan hukum
progresif untuk mengambil kebijakan untuk
tidak memajukan perkara pidana apabila
sudah ada perdamaian dan korban menca-
but laporan. Akan tetapi ada batasan-bata-
san dalam dalam mengambil diskresi atau
mediasi penal tersebut, dikarenakan, agar
kebijaksanan yang di ambil tetap mempu-
nyai kebaikan bagi masyarakat. Berdasar-
kan hasil penelusuran yang dilakukan oleh
penulis, penulis melihat adanya hambatan
penerapan mediasi penal pada tindak pidana
yaitu susahnya memberikan arahan kepada
pihak korban agar menyelesaikan perkara
tersebut di tingkat kepolisian saja, akan
tetapi adanya korban yang sering bersikeras
untuk melanjutkan ke Pengadilan. Faktor-
faktor penghambat yang penulis lihat antara
lain :

a. Faktor hukumnya sendiri. Dalam
praktik penerapan hukum sering
sekali terjadi pertentangan antara
kepastian hukum dengan keadilan,
hal ini terjadi karena pemahaman
dari keadilan yang bersifat abstrak,
sedangkan kepastian hukum meru-
pakan suatu prosedur yang bersifat
normatif. Maka pada hakikatnya
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penyelenggaraan hukum bukan ha-
nya mencakup penegakan hukum
saja, namun juga peace maintena-
nce (penegakannya), karena penye-
lenggaraan hukum sesungguhnya
merupakan proses penyerasian an-
tara nilai kaedah dan pola perilaku
nyata yang bertujuan untuk menca-
pai kedamaian;

. Faktor penegak hukum. Faktor pe-

nghambat dalam penegakkan hu-
kum dari sisi penegak hukum anta-
ra lain, adalah:

1. Pertama, keterbatasan ke-
mampuan untuk bersosia-
lisasi dengan masyarakat;

2. Kedua, kurangnya tingkat
aspirasi masyarakat;

3. Ketiga, kurangnya inovasi
atau kreatifitas penegak hu-
kum dalam menjalankan
tugasnya.

. Faktor sarana atau fasilitas yang

mendukung aparat penegak huku-
m. Faktor sarana dan prasarana
merupakan faktor pendukung yang
sangat dibutuhkan oleh penegak
hukum, tanpa adanya faktor pen-
dukung tersebut akan mengakibat-
kan kurang lues dan efektif dalam
upaya penegakka hukum dikarena-
kan sarana penunjang Kinerja apa-
rat penegak hukum kurang me-
madai.

. Faktor masyarakat. Sikap masyara-

kat yang kurang menyadari tugas
polisi, tidak mendukung, dan ma-
lahan kebanyakan bersikap apatis
serta menganggap tugas penegakan
hukum semata-mata urusan polisi,
serta keengganan terlibat sebagai
saksi dan sebagainya. Hal ini men-
jadi salah satu faktor penghambat
dalam penegakan hukum.

. Faktor kebudayaan. Dalam kebu-

dayaan sehari-hari, orang begitu
sering membicarakan soal kebuda-
yaan. Kebudayaan mempunyai fu-
ngsi yang sangat besar bagi ma-

nusia dan masyarakat, yaitu meng-
atur agar manusia dapat mengerti
bagaimana seharusnya bertindak,
berbuat, dan menentukan sikapnya
kalau mereka berhubungan dengan
orang lain. Dengan demikian, ke-
budayaan adalah suatu garis pokok
tentang perikelakuan yang mene-
tapkan peraturan mengenai apa
yang harus dilakukan, dan apa
yang dilarang.

E. Kesimpulan
1. Lembaga Kepolisian mempunyai Pe-

ran, dan kewenangan untuk menentu-
kan apakah suatu perbuatan diterus-
kan atau tidak diteruskan dalam pro-
ses peradilan pidana dengan alasan-
alasan tertentu dandapatkah sebuah
perkara diselesaikan dengan dengan
menggunakan mediasi penal di antara
pelaku dan korban, dan pihak kepo-
lisian sebagai saksi atas kesepakatan
yang dicapai, perkara tidak diteruskan
atas dasar kesepakatan bersama antara
pelaku dan korban. Mediasi penal di
sini hanya bersifat memperingan tun-
tutan, oleh karena belum ada undang-
undang yang mengatur pelaksanaan
mediasi beserta kekuatan hukum dari
akte kesepakatan hasil mediasi penal.
Jadi pelaku tetap dipidana akan tetapi
pidananya diperingan. Terhadap tin-
dak pidana harta benda seperti Pasal
372 KUHP tentang penggelapan dan
Pasal 378 tentang penipuan yang bia-
sanya antara korban dan pelaku sudah
saling mengenal, maka dapat dilaku-
kan mediasi penal dimana korban
dapat meminta ganti kerugian kepada
pelaku dengan sebuah akta kesepaka-
tan bahwa telah dilakukan pembaya-
ran ganti kerugian kepada korban.
Dalam mediasi penal ini diadakan re-
konsiliasi dan pembayaran ganti keru-
gian kepada korban. Jika mediasi pe-
nal tidak mencapai kesepakatan, ma-
ka perkara pidana akan dilanjutkan
dengan proses pemeriksaan di sidang



Peran Dan Tanggung Jawab Polri Dalam Penyelesaian ...

pengadilan dengan dilakukan penun-

tutan terhadap tindak pidanannya.

. Faktor penghambat penerapan prinsip

restorative justice dalam penyelesaian

perkara pidana ringan adalah sebagai

berikut:

a. Tidak adanya aturan hukum yang
mengatur proses mediasi penal da-
lam penyelesaian perkara pidana,
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aparat dalam menangani perkara
yang telah menemukan kata damai;

. Ketiga, aparat penegak hukum ter-

kadang selalu berpegang teguh
pada asas legalistik formal sehing-
ga aparat kepolisian yakni penyi-
dik mengesampingkan rasa keadi-
lan serta kemanfaatan yang ada di
masyarakat.

sehingga penyidik kepolisian harus Polri seharusnya menekankan pene-
menjalankan kewenangan yang rapan hukum progresif dengan menerapkan
ada yaitu diskresi; restorative justice melalui kewenagan di-

b. kewenangan diskresi yang dimiliki  skeresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian.
aparat kepolisian dalam mengam- Penyidik kepolisian sebisa mungkin me-
bil langkah penyelesaian perkara lakukan mediasi dengan melibatkan unsur-
pidana memiliki celah penyimpa- unsur masyarakat yang terlibat sehingga
ngan, hal ini dikarenakan kewena- proses penyelesaian perkara pidana pada
ngan tersebut hanya dimiliki oleh tahap penyidikan dapat terlaksana sebelum
penyidik kepolisian diamana dapat lanjut pada tahap peradilan selanjutnya.
digunakan secara ekslusif oleh
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